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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
Pemasangan kabel laut yang dilakukan oleh Malaysia dari Malaysia 
Barat hingga Malaysia Timur telah melanggar kedaulatan Indonesia, 
sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dan Perjanjian Bilateral antara 
Malaysia dan Indonesia Tahun l983, tentang Rejim Hukum Negara Nusantara 
Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta 
Ruang Udara di atas Laut Teritorial,  Perairan Nusantara Dan Wilayah 
Republik Indonesia Yang Terletak di Antara Malaysia timur Dan Malaysia 
Barat, karena pemasangan dilakukan sampai di wilayah perairan kepulauan 
dan daratan dengan membangun Landing Station di Pulau Anambas dan 
Natuna. Belum adanya peraturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang 
penanaman kabel laut juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya 
pelanggaran penanaman kabel laut. Meskipun pemerintah Indonesia belum 
membuat peraturan khusus tentang pemasangan kabel laut, namun atas 
pelanggaran yang dilakukan Malaysia, Pemerintah Indonesia melakukan 
tindakan tegas berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yaitu membongkar 
paksa Landing Station tersebut.  
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B. Saran  
Dalam penulisa ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu : 
1. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera mengambil langkah tegas atas 
tindakan yang dilakukan oleh Malaysia, dengan membuat Peraturan 
Perundang-undangan tentang penanaman kabel laut, sebagai 
implementasi terhadap ratifikasi UNCLOS 1982. 
2. Karena wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat strategis, 
sebaiknya Indonesia memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, 
untuk menjaga keutuhan NKRI, serta memaksimalkan ratifikasi 
UNCLOS 1982, menjadi hukum positif Indonesia.  
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